BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR € TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS-D TUALANG KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan
pada RSUD kelas-D Tualang Kabupaten Siak yang telah
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum  Daerah, perlu dilaksanakan pengadaan
Barang/Jasa dengan prinsip yang mengedepankan
metode kualitas yang sebanding dengan harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbang huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan pasal 77
ayat (1) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Kelas-D
Tualang Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4880);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 1213);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan  Unit Kerja  Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
1543;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RSUD KELAS-D TUALANG
KABUPATEN SIAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

ah b=

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Tualang Kabupaten Siak yang
selanjutnya disebut RSUD adalah UPTD pada dinas yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Daerah (PPK BLUD).

Direktur adalah Direktur RSUD.,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang
dibiayai oleh Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sumber dananya
berasal dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak
lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, baik yang dilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa, yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa BLUD.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD untuk mengelola
pemilihan Penyedia.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing, yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim
yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

RUP Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan Praktik Bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
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Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan Oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia..

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

Hibah adalah setiap penerimaan BLUD dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu
dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Perbekalan farmasi adalah ketersediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan
Obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia dan gas medis.

Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada
pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan
makanan Kkering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

Cleaning Service adalah kegiatan jasa kebersihan diruangan dan di luar
ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih
dan sehat.

Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menerapkan PPK-BLUD.
Vendor Management System yang selanjutnya disingkat VMS adalah sistem
yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja
Pelaku Usaha.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satuan kerja Perangkat
Daerah/Perangkat daerah berstatus PPK-BLUD

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD bertujuan untuk :

a.

oo o

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,

meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;

mendorong pengadaan berkelanjutan; dan

meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi Pengadaan Barang dan/Jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah



tidak terikat, hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD
yang sah.

Pasal 4

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. barang;
b. pekerjaan Konstruksi;

C.

jasa Konsultansi; dan

d. jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara :

a.

swakelola; dan/atau

b. penyedia Barang/Jasa.

BAB I1
PRINSIP DAN ETIKA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerapkan
prinsip-prinsip sebagai berikut:

o poop

efisien dan ekonomis;
transparan;

adil/tidak diskriminatif;
akuntabel; dan

praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Rumah
Sakit;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.



(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf e, dalam hal:

a.

a0

direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha,
merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama,;

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan
pekerjaan terintegrasi;

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja
Pemilihan /Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;
dan/atau

beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama,
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama,
dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)
dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang
sama.

BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Fleksibelitas Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat

dilakukan sesuai dengan:

a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

b. Peraturan Kepala Daerah terkait pengadaan barang dan jasa sepanjang
disetujui pemberi hibah.

Pasal 8

Pengadaan barang dan atau jasa pada BLUD yang bersumber dari;

aooe

Jasa layanan;

Hibah tidak terikat;

Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan Sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang
dan/jasa pemerintah.

Pasal 9

(1) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh
pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan
pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personal
yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.



Bagian Kedua
Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

Ao o

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

PA;
PPK;

pejabat Pengadaan,

pokja Pemilihan;
penyelenggara Swakelola; dan .
penyedia.

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 11

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan
kewenangan:

a.
b.

SR SR SO Q0

=

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja

yang telah ditetapkan; .

menetapkan perencanaan pengadaan;

dapat menetapkan dan mengumumkan RUP;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;.

menetapkan tim teknis;

menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;

menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan purchasing untuk Langsung/E-Purchasing untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 250.000.000.000,00 (dua
ratus lima puluh miliar rupiah); atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat
melaksanakan tugas kewenangan dari PPK.
Pihak yang bertindak sebagai PA adalah Pemimpin BLUD RS.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) huruf b adalah pejabat
struktural satu tingkat di bawah Pemimpin BLUD.
PPK dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a.

menyusun perencanaan pengadaan,;



{3)

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); .

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

om0 a0 o

h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

i. mengendalikan kontrak;

j. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil
pekerjaan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pemimpin
BLUD;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pemimpin
BLUD dengan berita acara penyerahan;

m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

n. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pemimipin BLUD, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak Lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dapat dibantu oleh tim pendukung,.

Tim pendukung PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan

tanggung jawab membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 13

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ memiliki tugas:

a.
b.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah); dan

melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Bagian Keenam
Pokja Pemilihan-

Pasal 14

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:



(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

1) Tender/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp
250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan

2} Seleksi/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan Jasa
Konsultansi paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

c. dalam penetapan Penyedia, Pokja Pemilihan terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan tertulis dari:

1) pemimpin BLUD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

2) pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga)
orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia,
anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 15

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri
atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.

Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.

Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran.

Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik
maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kedelapan
Penyedia .

Pasal 16

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib memenuhi
kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
pelaksanaan kontrak;

kualitas barang/jasa,

ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

ketepatan waktu penyerahan; dan

ketepatan tempat penyerahan.
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BAB IV
PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Direktur BLUD menyusun dokumen RUP barang/jasa, yang mencakup :

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai dari
jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai dari
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
dan/atau

c. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai dari
hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya.

Rencana pengadaan tersebut mempedomani RBA dari BLUD RSUD.

Kegiatan penyusunan RUP meliputi :

identifikasi dan analisa kebutuhan;

penyusunan dan penetapan rencana penganggaran,

penetapan kebijakan umum; dan

penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
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Bagian Kedua
Identifikasi Dan Analisis Kebutuhan

Pasal 17

Pimpinan BLUD mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
untuk BLUD RSUD sesuai RBA.

Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada ayat (1), Pimpinan BLUD
terlebih  dahulu menelaah  kelayakan  barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan
yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada ayat (2) dituangkan dalam
RBA BLUD RSUD.

Selanjutnya Pimpinan BLUD melakukan analisis untuk menetapkan cara
pelaksanaan Pengadaan dan penetapan RUP (RUP) serta dapat
mengumumkannya disistem RUP (SiRUP) Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran

Pasal 18

Pimpinan BLUD menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya
pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan,
biaya pelatihan, dan Lain-Lain.

Biaya administrasi dapat terdiri dari :

a. biaya pengumuman pengadaan;



(1)

(3)

(4)

b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya : Pimpinan BLUD, PPK

BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD, Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan, dan pejabat/tim Lain yang diperlukan;

biaya survey lapangan/pasar;

biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, antara Lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji
coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum
dilakukan penerimaan hasil pekerjaan.

Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada

tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada

tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

oo

Bagian Keempat
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

Pimpinan BLUD menyusun RUP Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada

BLUD RSUD.

RUP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a. kegiatan Umum Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai Oleh BLUD
RS; dan/atau

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai
berdasarkan kerjasama dengan BLUD RS secara pembiayaan bersama co-
financing, sepanjang diperlukan.

RUP Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi kebutuhan Barang /Jasa yang diperlukan BLUD RS;

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:

uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;

waktu pelaksanaan yang diperlukan

spesifikasi teknis Barang/dasa yang akan diadakan; dan

besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
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Pasal 20

Penyusunan RUP Barang/Jasa pada BLUD RS untuk Tahun Anggaran

berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada

Tahun Anggaran berjalan.

BLUD RS menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia

Barang/Jasa yang dibiayai dari BLUD RS, yang meliputi:

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang /Jasa termasuk tim
teknis, tim pendukung dan staf proyek;

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk  biaya

pengumuman ulang;

biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan.

biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa.

a0



(3)

(1)
(2)

(1)

BLUD RS menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran
berikutnya.
Bagian Kelima
Pemaketan dan/atau Konsolidasi

Pasal 21

Pemimipin BLUD/PPK/unit pengadaan barang/jasa dapat melakukan
pemaketan clan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dalam RUP;

Untuk mencapai best value for money, pemaketan dan/atau konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis.

Bagian Keenam
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK

Pasal 22

Berdasarkan hasil pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK.

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek
terhadap:

komponen barang/jasa;

suku cadang;

bagian dari satu sistem yang sudah ada;

barang/jasa dalam katalog elektronik; dan

barang/jasa pada tender cepat.
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Bagian Ketujuh
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 23
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian RUP,
meliputi:
a. spesifikasi teknis dan gambar

PPK menyusun spesifikasi teknis dari gambar sesuai dengan hasil pengkajian
ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah
disetujui oleh PA/Pemimipin BLUD;
harga perkiraan sendiri (HPS)
1) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa
kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;
2) digunakan sebagai:
a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran
harga satuan;
b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk
pengadaan,;
c) dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung;
d) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
e) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh
perseratus) nilai total HPS.



3)

4)

S)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan;

data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:

a) harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pengadaan barang;

b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);

¢) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan,

d) daftar biaya/tarif Barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;

e) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya,

f)  inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;

g) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instansi lain maupun pihak lain;

h) norma indeks; dan/atau

i)  informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

penyusunan HPS untuk pemilihan Penyedia secara internasional

menggunakan Informasi harga barang/jasa yarig berlaku di luar negeri;

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan

Nilai (PPN);

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan

Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;

Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;

Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;

HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;

Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan

Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-

purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi; dan

HPS ditetapkan:

a) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
atau

b) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya
prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Rancangan Kontrak

PPK menyusun rancangan kontrak antara Lain meliputi: Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, adendum
kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil dan/atau
peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

1)

2)

jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

terdiri atas:

a) lumsum,;

b) harga Satuan;

¢) gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d) terima Jadi (Turnkey); dan

e) kontrak Payung.

jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a) lumsum;
b) waktu Penugasan; dan



3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

c) kontrak Payung.

kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan angka

2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah

harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) semua risiko sepenuhnya ditanggung Oleh Penyedia;

b) berorientasi kepada keluaran; dan

¢) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b

merupakan Kkontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani;

b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan

¢) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada angka 1) huruf ¢ merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan;
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf
d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai
berikut:
a}) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan
b) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan
dalam Kontrak.
Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e dan angka
2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka
2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang
ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
membebani lebih dari 1 (satu) Tahun.

10) Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dapat berupa:

a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

b) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga)
Tahun Anggaran.

Pasal 24

Bentuk Kontrak terdiri atas:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;



(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

€. surat pesanan.

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiahj.

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ digunakan
untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara atau
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah
dalam negeri.

Pasal 25

Berdasarkan kesepakatan PPK dan Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan
PA/Pemimipin BLUD, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Pejabat
Pengadaan/Pokja Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen
Pengadaan.

BABV
VENDOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)

Pasal 26

BLUD RS dapat menerapkan VMS.

VMS digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja
Penyedia Barang/Jasa. .

VMS dibuka sepanjang tahun, dan tidak hanya dibuka pada saat akan
diadakan proses Pengadaan Barang/Jasa.

Unit pengadaan barang/jasa membuka kesempatan secara luas kepada
seluruh Pelaku Usaha dengan mengumumkan proses prakualifikasi melalui
VMS sekurang-kurangnya pada website RSUD.

Proses prakualifikasi dilakukan secara adil, transparan, independen, dan
akuntabel serta mendorong terjadinya persaingan sehat di antara Pelaku
Usaha.



(1)

(2)

(6)

(7)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Proses prakualifikasi di dalam VMS meliputi:
administrasi;

klasifikasi;

kualifikasi;

verifikasi dokumen; dan
uji independensi.

R

Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh Pelaku Usaha dengan mengisi identitas atau informasi umum tentang
usahanya.

Proses klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh
Pelaku Usaha dengan memilih satu atau beberapa bidang dan sub-bidang
yang sesuai dengan klasifikasi bidang dan sub-bidang usaha sebagaimana
tercantum dalam ijin usaha Pelaku Usaha.

Proses kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Oleh
Pelaku Usaha dengan mengisi kualifikasi yang sesuai dengan usahanya.
Proses verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk memastikan semua data
yang dimasukkan secara online sesuai dengan dokumen hardcopy yang
diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha
wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan keabsahan dokumen. .
Proses uji independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat
dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk meneliti dan meyakinkan
bahwa Pelaku Usaha tidak saling memiliki keterkaitan satu dengan yang
Lainnya.

Unit pengadaan barang/jasa dapat melakukan kunjungan ke
kantor/pabrik/workshop Pelaku Usaha untuk memastikan keberadaan dan
kegiatan usaha Pelaku Usaha.

Ketentuan 1ébih lanjut tentang implementasi VMS dapat diatur lebih lanjut
dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) BLUD RS.

BAB V1
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Metode Pemilihan

Pasal 28

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
terdiri atas:
E-purchasing;

pengadaan langsung; .

penunjukan langsung;

tender cepat; dan

e. tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik.

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pengadaan Barang/Jasa yang Dbersifat mendesak dalam rangka
menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (life saving);

b. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada
suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang
dapat menjurus pada terjadinya wabah (outbreak);

c. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia barang/jasa karena 1 (satu) pabrikan,
1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak vang menjadi pemenang
pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;

d. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

e. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersifat kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan
hanya ada 1 {satu) Penyedia yang mampu; dan/atau

f. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik
secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin RSUD.

Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur

lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) BLUD RS.

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan

dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

b. pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal
tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 29

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. seleksi,;

b. pengadaan langsung; dan

¢. penunjukan langsung.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa

Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah).

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling

banyak Rp. 600.000.000,00 (enarm ratus juta rupiah).

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) meliputi:

a. jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
yang mampu,

b. jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak
cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang
hak cipta;



c. jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi
atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang
sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan
tidak dapat ditunda; atau

d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang
sama.

(6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling
banyak 2 (dua) kali.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 30

(1) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
(2) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun,
pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliptti:

pelaksanaan kualifikasi;

pengumuman dan/atau undangan;

pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

pemberian penjelasan;

penyampaian dokumen penawaran;

evaluasi dokumen penawaran;

penetapan dan pengumuman pemenang; dan

sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan
pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi
Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran
teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
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Pasal 32

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;

b. peserta hanya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 33
Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh
menteri/kepala lembaga.

Pasal 34

Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku
Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.



Pasal 35

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis
dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang
menggunakan surat perintah kerja.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 36

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/Pemimipin BLUD dapat menggunakan Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari
jumlah Tim Pelaksana; dan.

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PA/Pemimipin BLUD melakukan kesepakatan kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf
a.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan
pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan
pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah
termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Bagian Keempat
Pembayaran Swakelola

Pasal 37

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan
keuangan kepada PPK secara berkala. .

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan
Berita Acara Serah Terima.

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
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Bagian Keenam
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 39

Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;.

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Aarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya di atas HPS,
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai dan/atau
i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) huruf a sampai dengan huruf h
dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan
cleh PA/Pemimipin BLUD.
Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta,
proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta,
dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pokja Pemilihan segera melakukan:
a. evaluasi penawaran ulang;
b. penyampaian penawaran ulang; atau
c. tender/Seleksi ulang
Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,
dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dan huruf h.
Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan
untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal,
Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/Permimipin BLUD melakukan
Penunjukan Langsung dengan kriteria:
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/seleksi.
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Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 40

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
penandatanganan Kontrak;

pemberian uang muka;

pembayaran prestasi pekerjaan;

perubahan Kontrak;

penyesuaian harga;

penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

pemutusan Kontrak;

serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

j.  penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup
tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai BLUD.
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Bagian Kedelapan
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 41

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi
angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen)
digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau
Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu
sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas
pembayaran yang akan dilakukan.

Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum
terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi
pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perubahan Kontrak

Pasal 42

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam
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dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan
dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Bagian Kesepuluh
Keadaan Kahar

Pasal 43

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
Dalam hal pelaksanaan dan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar
dapat melewati Tahun Anggaran.

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Kontrak

Pasal 44

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan
Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPR memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedua belas
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 45

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang
termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
kepada PA/Pemimipin BLUD.

PA/Pemimipin BLUD meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa yang akan diserah terimakan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara.



BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 46

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara
elektronik dan sistem pendukung.

(2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik pada
BLUD RS menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENGORGANISASIAN

Pasal 47

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan RSUD membentuk unit
pengadaan barang/jasa.

(2) Unit pengadaan barang/jasa BLUD RS terdiri dari:
a. pokja Pemilihan; dan
b. pejabat Pengadaan.

(3) Unit pengadaan barang/jasa BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki fungsi:
a. pengoordinasian pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa,;
b. pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh pemimpin BLUD RS.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, RSUD berwenang
mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa pada BLUD RS
sepanjang memberikan nilai tambah, dalam bentuk antara Lain:

a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;

b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;

c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan

d. inovasi Lainnya.

Pasal 49

Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 bertujuan untuk:

melancarkan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit;

mengisi kekosongan hukum;

memberikan kepastian hukum; dan

mengatasi stagnasi pelayanan Rumah Sakit dalam keadaan tertentu guna
kemanfaatan dan kepentingan umum.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
a tanggal 3' Daway 2024

A SIAK_,_Q
C‘/ FEDRI j (2

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 ) it 2024

SEKRE DAERAH KABUPATEN SIAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 2



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax, (0761) 33477
PEKANBARU Kode Pos ; 28128

Pekanbar, <, a—m 2024

Nomor : 100.3.2/HK/34-—,

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Siak

Yth. Bupati Kampar

¢.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
di -

Siak Sri Indrapura

Sehubungan surat Bupati Siak yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor
: 100.3.2/HK/1/2024 /12 tanggal 18 Januari 2024 perihal pokok surat dimaksud,
bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah RSUD Kelas-D Tualang Kabupaten Siak, telah dilakukan pengkajian
secara yuridis formal dan materil.

2. Hasil Pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

3. Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Siak sesuai
tugas dan fungsinya agar dapat melakukan penyesuaian terhadap rancangan
Peraturan Bupati dimaksud bersama perangkat daerah pengusul sesuai hasil
fasilitasi ini.

4. Terhadap Legal Drafting agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Sesuai ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar Peraturan Bupati tersebut _
disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

“a.n.GUBERNUR RIAU
Plh.SEKRETARIS DAERAH,

. H.ZULKIFILI SYUKUR,MA.,M.Si
' Pembina Utama Muda (IV/c)
" NIP.19710902 199703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Riau (sebagai laporan)
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran : Surat Sekretaris Daerah
Nomor :
Tanggal :

MATRIK HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RSUD KELAS-D TUALANG KABUPATEN SIAK

RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN

2 3 r

Judul ;
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM | Judul : . .
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RSUD KELAS-D TUALANG | PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA | Sesuaikan dengan saran

EABUPATEN SIAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D | Penyempurnaan.
TUALANG KABUPATEN SIAK

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) | Menimbang : a. bahwa untuk menjamin | Sesuai Pasal 43,Pasal 123 A
dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ketersediaan Barang/Jasa yang | Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum lebih bermutu,lebih murah,proses | 72 Tahgn 2019 Tentang
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengadaan yang sederhana, cepat Peruba?han Atas Peraturan
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan sert mudah menyesuaikan dengan | Pemerintah Nomor 18 Tahun
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Kelas- kebutuhan untuk mendukung | 2016 Tentang Perangkat
D Tualang Kabupaten Siak; kelancaran pelayanan pada RSUD | Daerah.

Kelas-D Tualang Kabupaten Siak
yang telah menerapkan pola
pengelolaan  Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu
dilaksanakan pengadaan
Barang/Jasa dengan prinsip yang
mengedepankan metode kualitas
yang sebanding dengan harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 76 ayat (2] dan
Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang DBadan
Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah RSUD

4 Kelas-D Tualang Kabupaten Siak.

v
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RUMUSAN RANPERBUP

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

2

3

Mengingat

-

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902) sebagaimana telah diubsh beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang  Pembentukan Kabupaten  Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6801;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Tetap

dai dengan CamScanner
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RUMUSAN RANPERBUP

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

F3

Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor $340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 P. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang {- Tembahkan Regulasi nya
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 dan sesuaikan urutan
Tahun 2018 Nomor 1213); tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. nomornya.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun Agar dimuatkan dalam
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan kosiderans mengingat
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dasar hukum yang berupa
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun peraturan
2018 Nomor 1543; daerah/peraturan kepala

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 daerah tentang
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pembentukan UPT BLUD
Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781}); RSUDPerda UPT RSUD-

1 5/ Kelas D Tualang
Kabupaten Siak.
MEMUTUSKAN:
Tetap
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RBUD KELAS-D TUALANG KABUPATEN SIAK .

@ Dipindai dengan CamScanner




NO RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
1 2 3 4
5 BAB I BAB1
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 1 s . d
Remerintahan-Daerah-adalah-ne intat . tetap esuaikan dengan saran
2. Dihapus penyempurnaan

Nowa

11.

12,

onesia-Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalzh Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

- Bupati adalah Bupati Siak.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Keschatan,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah system yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang
selanjutniya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yan memberikan fleksibilitas berupa  keleluasaan untuk

W

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Siak

Tetap
Tetap
Tetap
Tetap

Nownas

8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D
Tualang Kabupaten Siak yang selanjutnya
disebut RSUD adalah UPTD pada dinas
yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK BLUD

9. Dihapus

10. Direktur adalah Direktur RSUD

11. s/d 38 tetap

v
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NO

RUMUSAN RANPERBUP

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

2

49

13.

15

N

l6.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

menerapkan pralktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan,
pelayanan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa
yang dibiayai oleh Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sumber
dananya berasal dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil
SystemSan dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang
sah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
Barang/Jasa, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa BLUD.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD
untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat  Pengadaan  adalah pefabat  administrasi/pejabat
fungsional/SystemSa yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing, yang
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/System5a yang
bertugas memeriksa administrasi hasii pekerjaan  Pengadaan
Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa. :

RUP Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar
rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah...

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan

14. dihapus

Mg Dipindai dengan CamScanner



RUMUSAN RANPERBUP

HASI, PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

2

4

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

sendiri oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah sctiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
6ystem6-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemcrintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan Praktik Bisnis yang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya
saing.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 6ystem6a kegiatan
yang meliputi 6ystem6anba, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan 6ystemban6a 6ystem6 suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan 6ystemban6al yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah 6yste {brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsuitansi atau jasa yang
membutuhkan  peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu 6ystem tata 6ystem yang telah dikenal luas
Ai dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

vy
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NO

RUMUSAN RANPERBUF

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

2

4

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing
adalah: tata cara pembelian barang/jasa melalui 7ystem katalog
clektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsuitansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
adalah metode pemilihan untuk mendapatikan  Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling
banyak Rp 600.000.600,00 (enam ratus juta rupiah).

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan Oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.:
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Hibah adalah setiap penerimaan BLUD dalam bentuk uang, barang,
jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang
tidak perlu dibayar 7ystem?7, Yang berasal dari dalam negeri atau luar
negeri.

. Perbekalan farmasi adalah ketersediaan farmasi yang terdiri dari

obat, bahan Obat, alat Tystem7an pakai habis, reagensia dan gas
medis.

Makan minum pasien adaiah makanan dan minuman yang diberikan
kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan
basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan
jadi.

Cleaning Service adalah kegiatan jasa kebersihan diruangan dan di
luar rzangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan
y4dng bersih dan sehat.

41 s/d 49 tetap

Untuk Pasal 1 angka 39 dan
40 sesuaikan dengan
Peraturan Presiden nomor 16
tahun 2018 Bab I Ketentuan
Umum

~F
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NO RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
1 2 3 4
48. Vendor Management System yang selanjutnya disingkat VMS adalah
8ystem yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan
penilaian kinerja Pelaku Usaha.
49. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satuan kerja Perangkat
Daerah/Perangkat daerah berstatus PPK-BLUD.
6 BAB-IL
TUJUAN DAN-RUANG-LINGKUR Pasal 2
. Sesuaikan dengan saran
Pasal 2 Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD bertujuan | penyempurnaan
untuk :
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dar@
2. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang setiap uang yang dibelanjakan, _diukur da.p
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi,
dan Penyedia; dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; b. mcm'z}gkatkan penggunaan  produk dalam
¢. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; negen,; ]
d. mendorong pengadaan berkelanjutan; dan c. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
€. meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLUD Rumah |d. mendorong pengadaan berkelanjutan; dan
Sakit, meningkatkan kesinambungan dan percepatan
layanan BLUD Rumah Sakit.
7 Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan
Barang dan/Jasa yng bersumber dari jasa layanan,
hibah tidak terikat, hasil Kerjasama dengan pihak
lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Sesuai Pasal 76 ayat (2)
Permendagri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan layanan
Umum Daerah
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"0 RUMUSAN RANPEREUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
2 2 3 [
8 Pasal 4. Pasal 4.
(1) Pengadaan Barang/.Jasa dalam Peraturan Bupati Siak ini meliputi : (1) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam | Sesuaikan dengan saran
a. barang Peraturan Bupati ini meliputi : penyempurnaan
b. pekerjaan Konstruksi; a. barang;
c. jasa Konsultansi; dan b. pekerjaan Konstruksi;
d. jasa Lainnya. c. jasa Konsultansi; dan
{2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d. jasa Lainnya.
dilakukan sccara terintegrasi. {2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
{3) Pengadsan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
dilaksanakan dengan cara : 3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
a. swakelola; dan/atau pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
b. penyedia Barang/Jasa. a. swakelola; dan/atau
b. penyedia Barang/Jasa.
9 BAB III BAB 111
PRINSIP DAN ETIKA PRINSIP DAN ETIKA
Pasal 5§
Pasal 5§ Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud (- Bab menyesuaikan
dalam Pasal 4 wajib menerapkan prinsip-prinsip |- Sesuaikan dengan saran
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: sebagai berikut: penyempurnaan
a. ecfisien dan ckonomis; a. efisien dan ekonomis;
b. transparan; b. transparan;
c. adil/tidak diskriminatif; c. adil/tidak diskriminatif;
d. akuntabel; dan d. akuntabel; dan
e. praktik bisnis yang sehat. e. praktik bisnis yang sehat.
10 Pasal 6 Pasal 6
Tetap
{1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

¢. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

sditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
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a.

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

dircksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan
usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil
inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang
sama;

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan  Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan
pengadaan pekerjaan terintegrasi;

konsultan mansjemen konstruksi berperan sebagai konsultan
perencana;

pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa;

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia; dan/atau

beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama,
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang
sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh
persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh
pemegang saham yang sama.

/

RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
2 3 4

€. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

pibak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan

Barang/Jasa;
f.  menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan

Rumah Sakit;
g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

kolusi; dan
h.
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RO RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
[} z a 4
11 BAB IV BAB IV .
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA Bab menyesuaikan
Agar ketentuan pada BAB
Bagian Kesatu Bagian Kesatu ini mengikuti ketentuan
Para Pihnk dalam Pengadaan Barang/Jasa Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 78
dan Pasal 79 Permendagri
Pasal 7 Pasal 7 Nomor 79 tahun 2018
Para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA;
b. PPK;
©. pejabat Pengadaan;
d. pokja Pemilihan;
e. PPHP;
{. penyelenggara Swakelola; dan .
g penyedia.
12 Bagian Kedua Bagian Kedua
Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran
Pasal 8 Pasal 8
{1} PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan
kewenangan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan; .
¢. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. dapat menctapkan dan mengumumkan RUP;
¢. menctapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang
gagal;
f. menetapkan PPK;
g- menetapkan Pejabat Pengadaan;
h. menetapkan PPHP;
i. menctapkan Penyelenggara Swakelola;. .
j. menetapkan tim teknis;
+4
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NO RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
1 2 3 4
k. menetapkan tim juriftim ahli untuk pelaksanaan melalui
Sayembara/Kontes;
1. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:
1) Tender/Penunjukan purchasing  untuk Langsung/E-
Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling
sedikit di atas Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh
miliar rupiah); atau
2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp 10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah).
(2}  Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ppada ayat (1), PA
dapat melaksanakan tugas kewenangan dari PPK.
(3) Pihak yang bertindak sebagai PA adalah Pemimpin BLUD RS.
13 Bagian Ketiga: Bagian Ketiga:
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 9 Pasal 9
(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujub) huruf b adalah
pejabat struktural satu tingkat di bawah Pemimpin BLUD.
(2)

PPK dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi telnis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak:

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri {HPS}; .

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di
atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); .

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

mengendalikan kontrak:

Rr'p ® = pppgo
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NO

RUMUSAN RANPERBUP

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGARN

2

4

j- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)
hasil pekerjaan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
Pemimpin BLUD;

1. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
Pemimpin BLUD dengan berita acara penyerahan;

m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

n. menilai kinerja Penyedia.

(3) lain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK
meiaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pemimipin BLUD,
meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak Lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

{4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dan ayat (3) dapat dibantu oleh tim pendukung.

(5) Tim pendukung PPK sebagaimana dimaksud pada ayat {4) memiliki
tugas danr tanggung jawab membantu PPK dalam melaksanakan

14

tugasnya.
Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp 1,000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan e-purchasing yang bemnilai paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

27
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NO

RUMUSAN RANPERBUP

HASIL PENYEMPURNAAN

ALASAN/ PERTIMBANGAN

2

3

4

15

n

2)
3

@)

Bagian Kelima
Pokja Pemilihan’

Pasal 11

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:

&. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b, menetapkan pemenang  pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:

1) Tender/penunjukan langsung dengan nilai paket
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
paling banyak Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh
miliar rupiah); dan

2) Seleksi/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan
Jasa Konsultansi paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

€. dalam penctapan Penyedia, Pokja Pemilihan terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan tertulis dari:

1} pemimpin BLUD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bemnilai
di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

2) pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berangpotakan 3
{tiga} orang.

Dalarmn hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Peokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli,

Bagian Kelima
Pokja Pemilihan:

Pasal 11

16

8}

Bagian Keenam
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 12
PPHP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Honst.ruksi/dasa Lainnya dan Jasa Konsultansi.

Bagian Keenam
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasgal 12

R
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NO RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
1 2 3 4
(2) Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh PPHP secara berkala.
17 Bagian Ketujuh ) Bagian Ketujuh .
Penyelenggara Swakelola Penyelenggara Swakelola
Pasal 13 Pasal 13
(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
f terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
(2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan,
Jjadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi,
dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.
{4) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan
fisik maupun administrasi Swakelola.
18 Bagian Kedelapan Bagian Kedelapan
Penyedia . Penyedia .
Pasal 14 Pasal 14
(1) Penycdia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib Tetap
memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;:
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
€. ketepatan tempat penyerahan.
19 BAB IV BAB v
PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PERENCANAAN UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA

Baglan Kesatu
Ketentuan Umum

J.3 Pasal 15

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

0
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NO . RUMUSAN RANPERBUP HASIL PENYEMPURNAAN ALASAN/ PERTIMBANGAN
1 2 3 )
Pasal 15
(1) PRimpinan BLUD menyusun dokumen RUP barang/jasa, yang
mencakup : (1) Direktur RSUD menyusun dokumen RUP | Penyebutan RS agar
a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan | barang/jasa, yang mencakup : disesuaikan dengan ketentuan
dibiayai dari jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat; umum menjadi RSUD,
b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan Ketentuan ini berlaku untuk
dibiayai dari hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat pasal selanjutnya
atau badan lain; dan/atau
¢. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai dari hasil kerjasama BLUD RS dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya.
(2} Rencana pengadaan tersebut mempedomani RBA dari BLUD RS.
(3) Kegiatan penyusunan RUP meliputi :
a. identifikasi dan analisa kebutuhan;
b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
¢. penctapan kebijakan umum; dan
d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
53 BAB X BAB X
KETENTUAN PENUTUP. KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 49 Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tetap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak,

«

a.0.GUBERNUR RIAU
Plh.SEKRETARIS DAERAH,

S
H.ZULKIFILI SYUKUR,MA.,M.S{
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19710902 199703 1 002
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